'BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 38  TAHUN 2001
TENT A NG

' PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FURGSI KANTOR
: nmmummﬂnmm

EIIFATI MUARA ENIM

bahwa dengan  telah  difetapkannya Peraturan  Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomer 20 Tahon 2000 tentang
Pembentulan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Dasrah  Kabupaten Muara Enim, maka dalam  vangka
welancaran pelaksanaan tugas Kantor Penerangan perlu
dilakukan Penjabaran Tugss Pokok dan Fungsi Kantor
Penerangan Kabmpaten Muara Enim

bahwahmﬂmkmpmtmbmganuhagmmanﬁmmd
huruf & periu menctapksn Keputusan Bupati Muara Enim
tepteng  Penjabarsn Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
memmﬂumﬁm

Undaﬂg:-umiaﬂg Republil [ndonesis Nomor 28 Tabun 1959
tentang Pembentukan Daersh Tinglat 1T dan Kotapraja di
Sumatcra Selatan | Lembaran  Negara Republik Indonesia

 Tahun 1959 Nomor 73, Tembaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821 ),

Undang—undmg Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
entang Prmerintahan Daerab | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahsn Lembaran
Negara Republik lodonesia Nomor 3835} ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

tentang Permnbangan Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan
Daerat { Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3848 } ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor E Talinm 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian { Lembaran  Negara
Republk Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambshan

Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 3041 )

sehagaimana ..........



Menetapkan
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sehagaimana telab di ubah dengan Undang-oundang Nomor
43 Tahun 1999 | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik
Tndonesia Nomor 3890 ) ;

Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan FPemerintah dan Kewenangan
Propinsi scbhagai Daerah Otonom { Lembeaoan Negara Republik
[pdonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembarsm
Negara Nomor 3952 ;

Peraturan Pl:mﬁrmtﬂ.h Republk Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2000 Nomor
165} ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik pepyusunen Peraturan Perundang-
undangan dan  bentuk  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintsh, dsn  Rancangan
Keputusan Presiden ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muarm Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentong Kewenangan Pemernntah Kabupaten Muam
Emim ;

9. Peraturan Darrah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun

2000 tentang Pembentulan Orpganisasi dan Taia Kega
Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Muara Emim,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENERANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAR 1 :
KETENTIIAN UMIM
Pasal 1

Dalan; Keputusan ini vang di maksud dengan

1.Daerah adalah Kebupaten Muara Enim

2. Pemerintah Daerah adalah Pomerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupat adalah Bupati Mueara Enim.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musars Enim,

2. Sckretaris Daerah adalah Selaetaris Dacrah Kabhupaten Muara Fnrm
6. Kantur Penerangan adalah Kantor Penerangan Kabupaten Muara

7. Kr:pu]a Kantor adalah !{cpala Kantor Penerangan Kabupaten Muara
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8. kelompolk Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
vang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pojabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangksa mendukung tugas pemerintahan.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1} Kantor Peoerangan merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah di bidang Penerangan.

(2} Kantor Penerangan di pimpin oleh seorang kepala vang berads di
bewwah dan bertanggupg jawah kepada Bupati melalui Selreturis
daerah.

Prasal 3

Kantor Pepersngan mempunyai tugas menyelenggarakean pelayanan

dalam bidang Peneraugan yvang menjadi tanggung jawabnys meliputi

Media Pencrangan, Penerbitan dan penyiaran, perfilman, Radio dan

Televisi dan Komunikasi Sosial.

Paszal 4

Untuk menvelenggaralan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor
Pencrangsn mempunyai fangsi :

#. Pelaksanan peromusan  kebijolen  telmis  dam pembinaan
Operasional Penerangan, Pameran dan Promosi pembangunan

Daerah dan pembangunan jaringan peocrangan daerah ;

b. Pembinsan pengaturan dan pengswasan penerbitan dan penyiaran,
perfilman, Radio dan Televisi serta perizinan bidang penerangan ;

C. Perumusan dan penctapan pola pelayanan pencrangan dengan
mendayagunaken komnmikasi sosial ;

d. Pelaksanaan urusan ketatansahaan.
BABII
CRGANISABI
Bagian Pertama
BUSUNAN ORGANIBAR]
Pasal 5
Kantor Penerangan terdivi dard ;

a. Kepala ............



a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata usaha ;

c. Sekai Media Penermngan ;

d. Scksi Kehumasan |

¢. Sekesi Penerangan Langsung ;
f. Kelompok Jabatan Fungaional

Bagian Kedua
B8UB BAGIAN TATA UBAHA
Pasal 6

Sub Bagisn Tata Usaha mempunyai tugss melaksanaksn penyustunan
rencana  dan  program,  urusan surat menyurat dan  kearsipam,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah teangea dan perjalansan
dinas,

Puasal 7

nk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyal fungsi

a. Penyiapan baban dan koordinasi pelaksansan penyvusunsn rencans
dan program keja |

b, Pelaksanaan wusan kepegawaian |
. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pelaksanaan wrusan sural menyural dan kearsipan, rumah tanggs,
periengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas serta evaluasi dan

pelaporan ;
&. Pelaksansaan togas lain yang diberikan oleh atasan,
Bagian Ketiga
SENBI MEDIA PENERANGAN

Pa=zal &

Seksi Media Penerangan mempunyai togas melaksanakan pembinaan,
pengaturamn, pengawasan dan penZinen  sesual dengan peratursn
perundeng-undangan Pers, penyiaran dan Film serta monitoring dan
pengamatan redaksional, periddanau berita dan siarannya,

Paagl 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Media
Penerangan mempunyal fungsi

8. FPembinasn, pengaturan, pengawsasan dan perizinan penerbitan
Pers, dan Non Pers scsuai dengan peraturan Perundang-undangan

FEDE v venanr s
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yang berlakun seria monitoring dan pengamatan redaksional serta
perildanan Pers yang ada di Daerah

b, Pembinaan, pengaturan, pengawasan den perijinan radio swasta
scsual dengan peraturan Perundang-undangan yvang berlakn serta
monitoring den pengamatan berita dan siaran radio swasta yang
ada di Daerah :

<. Pembinaan, pengaturan, pengawasean dan perijinan televisi scsuai
dengan  peraturan  Perundang-undsngan  vang berdake scria
monitering dan pengamatan berita dan siaran televisi swasta yang
ada di Dacrah :

d. © Pengecekan dan pemberian rekomendasi usaha perfilman sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku  serta
monitoring dsn pengamatan iklan ussha perfilman yang ada di
Dacrah

¢. Pelaksanaan tugae lain yang diberikan oleh atacan,

Bagian Kecmpat
SEKBI KEHUMASAN
Pasal 10

Seksi Kehnmasan mempunyai thgas melsksanakan penviapan bahan
pelayanan infrmasi |, pertemusn Bakohumaes, memotret kegiatan
Pemnenniah Daerah, menyelenggaraltan  Perpustakaan serta
menerbitkan bulctin Bakohumas, Info Muara Epim dan Fokus Muara
Enim.

Pasal 11

Untuk = menyelenggaakan ftogas terschbut pada Pasal 10, Seksi
Kehumassan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian releasc serta pelayanan
informasi kcbijaksanasan maupun kegiatan Pemerintah Dacrah
dan kerjasama dengan organisasi kehumasan ;

b Peluksapaan penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Daerah bagi
masyarakat scperti selebaran, bulletin, leaflet, bultu dan majalah ;

<. Pengolahsn dokumentasi dan rekaman andio visnal seperti
rekmman  suara, fotografi dan visnal mengenal kebijaksanaan
Pemerintah Daerah setta pengelolaan Perpustaleaan |

d.  Pelaksansan tugas lain vang diberikan oleh atasan,
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chmpﬂkkﬂmunﬂmmtﬂuhldanmﬂimpﬂmmp]kﬂnrah]rﬂm
melalukan sosialisasi program pelaksanaso pembangunan di Daerah

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas ierscbul pads Pasal 12, Scksi
Penerangan Langsung mempunyai fungsi

4. FPrlakssmasn penerangan langsung  atad tatap muka melabui

ceramsh, anjangsana, seraschan dan pameran keliling dengan
Wmmmhﬂmﬁmmukpcmm
film penerangan ;

b. mm'mm@mmmm
lukdisan, pencrbitan dnumuﬂmmwmmmm
regmnalmaupunnaamnal

¢. Pembinaan dan pengaturan terhadap kelompok kunmmknmacaml,

media pertunjukan rakyat, media tradisional dan kesenian daerah ;-

d. Pelaksanaan Sosialisasi program pelaksanasmn pl:mhang\man di
Diaerah dan Kebyjakan-kebijakan pemerintah ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

Bagian Keenam
Pazsal 14

Kelompok Jsbatan Fongsional memponyai tugas melaksanaken
Eﬂhmtﬂﬁﬂ&dﬂﬁnﬂmd@g&nbﬂa&gb&hh&ntm&g&ﬁwn&l
nlﬂﬁlng-mnﬂmg berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang

Pasal 15

{1} Kelompok Jabatan Fungsional terdini dad sejumlah  tenaga
ﬁm:gmmmiyangtmh&g}dﬂlﬂnlherhm:mﬂmgmnﬂﬂlumm
dengan bidang keahlisnnya ; -

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;




. .

(3) Jumlah tenage fungsional terschut pada avat (1) dieookan
berdasarkan kebuthan dan beban kerja ;

(1) Jenis dan jenjang jabalan fungsional sebapsimeana di maksud ayat
{1) di atar berdasarkan persfuran  perundang-undangan  yang
berlako.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 16

Hal - hal vang belum distur dalain Keputusan ind sepanjang mengenad
pelaksanasnnyas akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17
Keputisan i mulal berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar supaya sectiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan
Pengundangsn Keputusan imi dengan penempatannya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Muara Fnim.

Ditetaplan i1 J':.-'lual'-t Eoim
pada tanggal & Mel 200

BUPATI MUARA ENIM
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AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Dinndangkan di Muars-Fnin

pada tanggal 8 (VgL 2001

BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M ENIM

E AN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHLIN 2001 NOMOR 4[}




